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Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang 
merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kejahatan 
pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela dalam skala 
yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. Penegakan hukum terhadap 
kasus peredaran uang palsu yang terjadi dinilai masih belum cukup baik, hal ini 
terlihat dari rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Berdasarkan uraian 
latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: (1) Apa 
yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada 
kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang? (2) Mengapa terjadi 
disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang palsu di kota 
Malang?. Berkaitan dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka pendekatan 
masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis. Dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana 
peredaran uang palsu, antara lain: (1) Pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris, (2) 
Pertimbangan yang bersifat normatif. Adapun disparitas penjatuhan putusan pidana 
terjadi disebabkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana 
mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana, 
diantaranya alasan yang meringankan dan memberatkan putusan pidana. 
Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, 
Disparitas 
ABSTRACT 
Money have a very important role in the economy because the money is a payment 
transaction in daily life. Currently a crime of counterfeit money getting people worried 
because it has been rampant on a grand scale and their courses is organized. Law 
enforcement on the circulation of counterfeit money that has not happened is still 
considered good enough, this is evident from the low sanctions inflicted by the court. 
Based on the discussion background above , some problems can be formulated as 
follows: (1) What is the basic considerations of Judge in improsing imprisonment 
sanctions against perpetrators of the crime circulation of counterfeit money? (2) Why 
happened criminal disparity against criminal circulation of counterfeit money?. 
Pertaining to the matter in upon, an approach to a problem that is used is an approach 
to a problem of juridical sociological. Basic considerations of Judge in improsing 
imprisonment sanctions against perpetrators of the crime circulation of counterfeit 
money, among others: (1) Consideration having the character of juridical / empirical, 
(2) Consideration having the character of normative. Criminal disparity occurring 
caused by the judge in the case of criminal verdict to a criminal and a few 
considerations to decide, among them the reason that relieves and incriminating 
criminal verdict.  
Keyword : Basic considerations of Judge, the crime circulation of counterfeit money, 
Disparity 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang 
merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya uang, 
maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Oleh karena 
itulah maka muncul segelintir orang yang berusaha memalsukan uang. Saat ini 
kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela 
dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. Selain dapat 
merugikan pihak masyarakat, dampak  paling utama yang dapat ditimbulkan dari 
kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian 
nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu 
dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang 
rupiah itu sendiri.  
Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang 
No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang 
No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengedarkan dan/atau 
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah)”. Permasalahan tentang peredaran uang palsu harus segera 
mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital 
bagi kehidupan sehari-hari. Diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang 
adil dan sesuai dengan tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang 
dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Hakim wajib memutuskan 
hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan 
peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk 
dalam hukum positif Indonesia.  
Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara 
tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman 
yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Begitu juga dengan tindak 
pidana peredaran uang palsu, hakim wajib memutuskan hukuman secara adil dan 
sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum 
positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada 
pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan 
hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus 
memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.  
Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, 
hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, 
dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan 
kesalahan yang dilakukannya.
 
Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan 
tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat 
perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun 
dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-
pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam 
Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat 
diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh 
masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga 
peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud 
apresiasi atas pertanggungjawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman 
yang kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan 
sehingga pada akhirnya mendekatkan pada pada keinginan kita bersama untuk 
mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. 
2. Rumusan Masalah 
a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
pada kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Malang? 
b. Mengapa terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran 
uang palsu dalam kasus peredaran uang palsu di kota Malang? 
3.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus tindak pidana peredaran 
uang palsu di kota Malang 
b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan 
pidana dalam kasus peredaran uang palsu di kota Malang? 
METODE PENELITIAN 
Penulisan hukum ini didasarkan pada jenis penelitian yuridis empiris yaitu 
penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat dan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu yuridis sosiologis yakni pembahasan yang berdasarkan fakta-fakta dan data-data 
yang diperoleh dari lapangan. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi 
hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Metode yuridis 
sosiologis digunakan dengan tujuan untuk mengkaji tentang apa dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus peredaran uang palsu di kota 
Malang dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Malang.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Kasus 
Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu 
Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat 
ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari 
rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum 
melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-
fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang 
ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak 
pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat 
ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum 
dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan 
baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara 
terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan uang palsu juga harus 
mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan 
bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan mengedarkan uang palsu 
tersebut.
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Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja dan 
ikut serta dalam pembuatan uang palsu tersebut seperti menyediakan alat-alat untuk 
membuat uang palsu dan ikut serta dalam mencetak uang palsu tersebut, maka hal 
ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada 
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 Wawancara dengan Lindi Kusumaningtyas, Hakim PN Malang tanggal 20 Mei 2014 
putusan yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa hanya membelanjakan uang 
palsu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mempunyai 
maksud untuk mengedarkan dalam skala yang besar tentu hal ini akan menjadi 




Untuk menjatuhkan putusan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran 
uang palsu, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan 
dari 3 (tiga) putusan yaitu putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, putusan No 
389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG yang diteliti 
oleh penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana peredaran uang palsu cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan 
yang bersifat normatif tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat 
yuridis/empiris. 
1) Pertimbangan yang bersifat yuridis/Empiris 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang 
telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 
yang bersifat yuridis diantaranya : 
a. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Tindak Pidana Pemalsuan diatur dalam pasal 245 KUHP dan pasal 36 Undang 
No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada umumnya surat dakwaan diartikan 
oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik atau 
disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal 
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tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat 
dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam 
sidang pengadilan.
3
 Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan 
mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat 
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang 
tercantum dalam surat dakwaan.
4
 Dengan demikian surat dakwaan berfungsi 
sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. 
Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat 
dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan 
walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.  
b. Keterangan saksi 
Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP 
adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa 
saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat 
digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 
hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
Berdasarkan putusan no.395/pid.sus/2013/PN.MLG, jaksa penuntut umum 
mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 3 saksi yaitu Bidin Asyari alias 
Kohir yang merupakan rekan terdakwa dalam melakukan kejahatan, Suyadi 
selaku petugas kepolisian dan Stefanus Erry Kristanto selaku saksi ahli yang 
berprofesi sebagai pegawai Bank Indonesia cabang Surabaya dengan jabatan 
Asisten Manager.  
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Berdasarkan putusan no.389/pid.sus/2013/PN.MLG, jaksa penuntut umum 
mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari  3 saksi yaitu Dedi Arisandi yang 
merupakan rekan terdakwa dalam melakukan kejahatan, Suyadi selaku 
petugas kepolisian dan Stefanus Erry Kristanto selaku saksi ahli yang 
berprofesi sebagai pegawai Bank Indonesia cabang Surabaya. 
Berdasarkan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG, jaksa penuntut umum 
mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 3 orang saksi yaitu Fary Antonious 
Rudy, Ahmad Hariri dan Lukman Hakim, serta Noor Ichsan selaku saksi ahli 
yang berprofesi sebagai pegawai Bank Indonesia. 
c. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang 
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan 
No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Dedi Arisandi mengaku telah 
mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan Rupiah 
palsu. Berdasarkan keterangan terdakwa, uang palsu tersebut diperoleh 
terdakwa dari Subandi yang merupakan kepala koperasi di Sulfat tempat 
terdakwa bekerja. Terdakwa memperoleh uang palsu dari Subandi sejumlah 
Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa mendapatkan upah 
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) uang palsu untuk setiap penukaran 
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) uang asli. Selain menjual uang palsu kepada 
saksi Bidin Asyari alias Kohir, terdakwa juga menyelipkan uang palsu 
tersebut ketika melakukan pembayaran transaksi jual beli motor. 
Menurut putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Bidin Asyari alias 
Kohir mengaku telah mengedarkan dan/atau membelanjakan yang 
diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Berdasarkan keterangan terdakwa, 
uang palsu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Dedi Arisandi untuk 
kemudian diantarkan kepada Kojin. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 
dengan cara membeli uang tersebut dari saksi Dedi Arisandi dengan jumlah 
uang Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali 
pembelian. Terdakwa mendapatkan upah dari saksi Dedi Arisandi sebesar Rp 
100.000 (seratus ribu rupiah) dalam sekali antar. Tujuan terdakwa 
mengedarkan uang palsu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi yang dikarenakan 
pekerjaan terdakwa sebagai makelar yang sedang sepi. 
Menurut putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG,  
d. Barang-barang bukti 
 Berdasarkan putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, barang bukti dalam 
perkara pidana ini adalah uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu 
rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SGH301176 
sebanyak 3 (tiga) lembar, SGH301171 sebanyak 4 (empat) lembar, 
SGH301172 sebanyak 1 (satu) lembar, SGH301117 sebanyak 2 (dua) lembar, 
SGH301133 sebanyak 3 (tiga) lembar dan SGH301113 sebanyak 2 (dua) 
lembar yang merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik 
cetak sablon dengan teknik cetak printer berwarna. 
 Berdasarkan putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG, barang bukti dalam 
perkara pidana ini adalah uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu 
rupiah) sebanyak 25 (dua) puluh lima lembar dengan nomor seri SGH301113 
sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301117 sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301120 
sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301126 sebanyak 2 (dua) lembar, SGH301140 
sebanyak 2 (dua) lembar, dan SGH301176 sebanyak 3 (tiga) lembar. 
 Berdasarkan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG, barang bukti dalam 
perkara pidana ini adalah uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu 
rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000 
(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. 
  e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
   Undang-Undang yang mengatur tentang peredaran uang palsu adalah  
Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal-pasal yang 
memuat aturan ini adalah pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) dan 36 ayat (1), (2) 
dan (3). 
i. Pasal 26 ayat (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut: ”Setiap orang 
dilarang memalsu Rupiah” 
ii. Pasal 26 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang 
dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang 
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” 
iii. Pasal 26 ayat (3) yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang 
dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang 
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” 
iv. Pasal 36 ayat (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang 
yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
v. Pasal 36 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Setiap orang 
yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya 
merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
vi. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang 
diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 
(lima puluh miliar rupiah). 
2) Pertimbangan yang bersifat Normatif 
  Dari hasil analisis penulis terhadap 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Malang 
yakni putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, putusan 
No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG ada 
beberapa pertimbangan yang bersifat normatif, yaitu : 
a. Perbuatan Pidana 
Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. 
Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata 
pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian , suatu 
perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-
unsur, sebagai berikut: 
i. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/Natuurlijke Persoon 
ii. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang 
iii. Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum) 
iv. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
Dari unsur-unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa 
dalam putusan Pengadilan Negeri Malang, yaitu dalam putusan dengan No. 
395/pid.sus/2013/PN MLG, putusan No. 389/Pid.sus/2013/PN MLG dan 
putusan PN No. 376/ Pid.B/ 2013/ PN Malang, dapat dilihat dari masing-masing 
putusan, yaitu: 
Dari unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu : 
1. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/Natuurlijke Persoon 
Subjek hukum dari perbuatan tersebut adalah manusia/natuurlijke persoon 
yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku 
pendukung hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan hukum. 
Menurut 3 putusan di atas, masing-masing identitas terdakwa yaitu 
terdakwa bernama Dedi Arisandi, Bidin Asyari dan Misrokim berjenis 
kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia.  
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang 
Dalam putusan ini, perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 36 ayat 3 
Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang bunyinya 
sebagai berikut:” Setiap orang yang mengedarkan dan/atau 
membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).” Dengan demikian, 
perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana karena perbuatan 
yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh Undang-Undang. 
3. Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum) 
Perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. 
Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau 
menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang 
dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan anti sosial. 
4. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
Menurut D.Simons, orang dapat dianggap bertanggung jawab apabila ia 
mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai 
dengan kesadarannya tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak mampu 
bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) 
KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya 
terganggu karena penyakit. Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis 
hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa yang masing-masing bernama 
Dedi Arisandi, Bidin Asyari alias Kohir dan Misrokim dinyatakan mampu 
bertanggung jawab karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) 
KUHAP, hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Malang. 
b. Unsur kesalahan pembuat pidana 
 Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, 
Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandung unsur 
pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang 
yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat 
dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan 
merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.
5
 Apabila terdapat 
kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat 
dicela, hal itu dikarenakan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat 
pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya. 
Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa 
unsur, antara lain : 
i. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat tindak pidana 
ii.Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang 
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk kesalahan 
iii.Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 
Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana 
yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam 
keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut tidak 
boleh dipidana. Menurut D.Simons, ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang 
mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh 
orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat 
menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya , yang di 
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 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 118 
bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan 
cara yang normal pula.
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 Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah 
memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya. 
Menurut putusan No 395/pid.sus/2013/PNMLG, terdakwa dinyatakan bersalah 
karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 36 ayat 3 UU No 7 Tahun 2011 
tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Unsur setiap orang 
Hakim menimbang bahwa setiap orang yaitu siapa saja sebagai orang 
perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup telah diajukan penuntut umum sebagai terdakwa 
dan didakwa melakukan tindak pidana in casu tindak pidana mata uang. 
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan seorang laki-laki yang 
dalam persidangan menyatakan bernama Dedi Arisandi dengan segenap 
identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan 
di persidangan dan atas dibacakannya identitas terdakwa tersebut terdakwa 
telah membenarkannya. 
2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya 
merupakan Rupiah Palsu 
  Hakim mempertimbangkan bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang 
bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang 
dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat 
pembayaran secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta yang 
terungkap di persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada 
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 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hal 148 
hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, pukul 12.00 WIB di Pom Bensin Ciliwung 
Malang, dan ketika dilakukan penggeledahan didapati uang pecahan Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima 
ratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 
sejumlah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 
rumah Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa memperoleh uang tersebut dari 
Subandi dengan menerima upah berupa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
uang palsu dalam setiap penukaran Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) uang asli. 
Uang palsu yang didapatkan dari Subandi tersebut kemudian ditawarkan 
kepada Kohir yang kemudian Kohir menukarkan uang asli sebesar 
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan uang palsu sebesar Rp 2.500.000 (dua 
juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memesan kepada terdakwa uang palsu 
sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Selain itu, terdakwa juga 
menggunakan uang palsu tersebut dengan cara menyelipkan uang tersebut 
ketika melakukan pembayaran transaksi jual beli motor dan dengan cara 
membelanjakan uang tersebut di toko-toko kecil pada waktu malam hari. 
Berdasarkan keterangan ahli, barang bukti berupa uang pecahan 
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang palsu yang diajukan ke persidangan 
tersebut tidak memiliki ciri-ciri uang asli ketika dilakukan pemeriksaan 
dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Ketika dilihat, warna uang 
tersebut terlihat kusam dan pucat. Apabila diraba, uang tersebut terasa licin 
karena terbuat dari kertas HVS. Ketika diterawang, hanya nampak gambar 
pahlawan berupa sablonan biasa 2 dimensi bukan 3 dimensi. Saat uang palsu 
disinar dengan sinar ultraviolet, nomor seri pada uang tersebut tidak berubah 
warna. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. 
Lab. : 4126/DUF / 2013 yang dibuat oleh pemeriksa : 1). Ir. DIDIK 
SUBIYANTORO, 2). Drs. KUNTORO, 3). L.E. DHYANA A.S.Farm. M. 
Farm. Apt dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik 
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 28 Juni 2013 didapati 
kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 034/2013/DUF, berupa 15 
(lima belas) lembar Uang Kertas Rupiah Bank Indonesia pecahan Rp. 
100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. SOEKARNO 
dan Dr.H.MOHAMMAD HATTA Emisi 2011 adalah merupakan uang kertas 
rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara teknik cetak 
sablon dengan teknik cetak printer berwarna. Bahwa dengan demikian, unsur 
mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan 
Rupiah palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.  
Dari unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas, maka terdakwa dapat 
dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 
peredaran uang palsu dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri 
Malang karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 
36 ayat 3 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 
c. Motif dan tujuan tindak pidana 
Dalam setiap perkara pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai motif dan 
tujuan tindak pidana yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang penulis 
lakukan, dalam 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara 
pidana peredaran uang palsu ini pelaku tindak pidana mempunyai  motif dan 
tujuan tindak pidana yang berbeda-beda. Apabila dalam putusan 
No.395/Pid,sus/2013/PN.MLG, tujuan terdakwa melakukan tindak pidana 
peredaran uang palsu karena untuk memperkaya diri dengan mengambil untung 
dari penjualan uang palsu dan menipu orang lain dengan menukar uang palsu 
yang dimiliki agar mendapatkan kembalian dengan uang asli. Sedangkan dalam 
putusan No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan 
No.376/Pid.B/2013/PN.MLG, terdakwa melakukan tindak pidana peredaran 
uang palsu karena motif ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi yang dikarenakan pekerjaan 
terdakwa sebagai makelar yang sedang sepi. 
d. Cara melakukan tindak pidana 
Dari 3 (tiga) putusan yang penulis analisis, cara terdakwa melakukan tindak 
pidana berbeda-beda satu sama lain. Menurut putusan No.395/Pid.sus/2013/PN 
MLG, terdakwa Dedi Arisandi melakukan tindak pidana peredaran uang palsu 
dengan cara menjual uang palsu kepada Bidin Asyari alias Kohir, menggunakan 
uang palsu dengan cara menyelipkan uang tersebut ketika melakukan 
pembayaran transaksi jual beli motor, dan dengan cara membelanjakan uang 
tersebut di toko-toko kecil pada malam hari. 
Menurut putusan No. 389/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Bidin Asyari alias 
Kohir melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara mengantarkan 
uang palsu dan mendapatkan upah dari mengantar uang palsu. 
Menurut putusan No. 376/Pid.sus/2013/PN.MLG, terdakwa Misrokim 
melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara membelanjakan 
uang palsu di toko-toko kelontong pada malam hari. 
e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana 
 Tindak pidana peredaran uang palsu mempunyai dampak yang beragam, bisa 
berdampak pada kerugian individu dan juga berdampak besar pada kerugian 
negara. Apabila kerugian individu yaitu kerugian bagi yang mendapatkan uang 
palsu dari pelaku pidana, uang tersebut tidak bisa dibelanjakan kembali karena 
bukan merupakan uang yang asli. Sedangkan bagi negara, akibat yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana peredaran uang palsu ini adalah kerugian dalam 
perekonomian negara dan apabila peredaran uang palsu ini semakin meluas 
maka kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah pun akan ikut 
memudar. Dampak tersebut akan mempengaruhi secara langsung bagi 
masyarakat kecil selaku pengguna terbesar uang tunai, sehingga dapat merusak 
perekonomian di Indonesia. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Berdasarkan uraian dalam bab hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak 
pidana peredaran uang palsu: 
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis/empris 
Pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 
Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya : 
i. Dakwaan jaksa penuntut umum 
ii. Keterangan saksi 
iii. Keterangan terdakwa 
iv. Barang-barang bukti 
v. Pasal-pasal dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 
b. Pertimbangan yang bersifat normatif 
Dari hasil analisis penulis terhadap 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Malang 
yakni putusan No.395/Pid.sus/2013/PN.MLG, putusan 
No.389/Pid.sus/2013/PN.MLG dan putusan No.376/Pid.B/2013/PN.MLG ada 
beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu : 
i. Perbuatan pidana 
ii. Kesalahan pembuat pidana 
iii. Motif dan tujuan tindak pidana 
iv.Cara melakukan tindak pidana 
v.Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana 
2. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran uang 
palsu di Pengadilan Negeri Malang dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam perkara pidana mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam  
memutuskan perkara pidana, diantaranya alasan yang meringankan dan 
memberatkan putusan pidana. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan 
putusan pidana, yaitu: 
Hal-hal yang memberatkan: 
a. Perbuatan terdakwa mengganggu perekonomian negara 
b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
c. Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis) 
d. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan 
e. Terdakwa tidak sopan dalam persidangan 
Hal-hal yang meringankan: 
a. Usia terdakwa masih muda 
b. Bersikap sopan dalam persidangan 
c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan 
d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya 
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